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Kode Etik Editor Jurnal Hukum Anggota APJHI 
 

Mukaddimah 

 

Terbitan berkala ilmiah hukum saat ini mengalami peningkatan yang 

signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Asosiasi Pengelola 

Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) sebagai wadah perhimpunan pengelola 

berkala ilmiah hukum, memiliki komitmen untuk mengawal integritas 

akademik terbitan berkala agar kualitas terbitan terus meningkat dan 

terjaga, sehingga berdampak nyata terhadap kemajuan ilmu hukum di 

Indonesia dan di tingkat global. Kode Etik ini dimaksudkan untuk 

memberikan standar etika minimal bagi seluruh editor jurnal untuk 

dipedomani dalam proses editorial terbitan berkalanya. Pelaksanaan Kode 

Etik ini bersifat mandatory sebagai pedoman untuk menyikapi kompleksitas 

isu etika dalam publikasi yang semakin beragam saat ini. Sebagai tahap 

awal, Kode Etik ini disusun dengan mengadopsi Standar Etika (SE) dari 

Committee on Publication Ethics (COPE) dan institusi-institusi terbitan 

berkala lainnya yang terpercaya. Pengembangan Kode Etik ini terbuka dan 

adaptif terhadap perkembangan isu etika dalam publikasi ke depannya dan 

juga aspirasi dari anggota APJHI 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Yang dimaksud dengan: 

1. Jurnal Ilmiah adalah terbitan berkala yang memuat karya ilmiah 

dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.  

2. Aplikasi Jurnal Ilmiah adalah sistem manajemen konten berbasis 

situs untuk mengelola jurnal ilmiah secara elektronik terintegrasi.  

3. Pengelola Jurnal Hukum selanjutnya disebut Editor adalah pengelola 

substansi dan administrasi naskah dalam Jurnal Ilmiah.  
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4. Mitra Bestari adalah ahli di bidang ilmu hukum tertentu selain editor 

Jurnal Ilmiah yang memiliki kompetensi keahlian untuk menilai dan 

memberi masukan kepada Editor Jurnal Ilmiah terkait substansi 

naskah yang dimasukkan (submit) ke Jurnal Ilmiah. 

5. Anggota adalah Editor Jurnal Hukum Se-Indonesia dan/atau 

pengurus yang masa berlaku keanggotaan APJHI-nya masih aktif 

yang dibuktikan dengan Kartu Keanggotaan yang diterbitkan dalam 

situs resmi APJHI. 

6. Pengurus adalah Editor Jurnal Hukum Se-Indonesia yang ditunjuk 

dan diangkat sebagai Pengurus Asosiasi melalui Surat Keputusan 

Asosiasi. 

7. Integritas akademik adalah kejujuran dan tanggungjawab dalam 

keseluruhan kerja akademik, meliputi sikap menjunjung tinggi etika, 

kepercayaan, berlaku adil dan hormat terhadap karya sendiri 

maupun orang lain. 

8. Etika Publikasi adalah prinsip-prinsip etis yang harus diikuti oleh 

semua pihak yang terlibat dalam penerbitan karya ilmiah, yaitu 

penulis, editor, reviewer, dan penerbit. 

9. Sitasi adalah praktik memberikan pengakuan yang adil, akurat 

terhadap karya ilmiah orang lain yang telah memberikan kontribusi 

terhadap penelitian yang sedang dilakukan. 

10. Plagiasi adalah mengambil karya orang lain untuk dimasukkan ke 

dalam karya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan, baik 

diterbitkan atau tidak diterbitkan tanpa pengutipan sebagaimana 

mestinya. 

11. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan 

berdasarkan nilai kejujuran, nilai kepercayaan, nilai keadilan, nilai 

kehormatan, dan nilai tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 

tridharma perguruan tinggi. 
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BAB II  

RUANG LINGKUP KODE ETIK 

 

Pasal 2 

(1) Kode Etik ini mencakup proses editorial terbitan berkala hukum 

mulai dari transparansi publikasi penerimaan manuskrip, proses 

reviu awal (desk review), reviu substansi, penerbitan dan publikasi. 

(2) Proses editorial berkala hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh dewan editor jurnal dan mitra bestari (reviewer), serta 

lembaga penerbit terbitan berkala. 

 

 

Pasal 3 

Kerangka Umum Kode Etik bagi Editor Jurnal 

 

Editor jurnal harus bertanggungjawab penuh terhadap semua publikasi 

artikel di dalam jurnalnya dengan memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Memastikan terbitannya berkualitas dengan mengacu pada prinsip-

prinsip integritas akademik; 

b) Tidak mengkompromikan kepentingan bisnis dengan intelektualitas 

dan etika akademik; 

c) Selalu terbuka dalam koreksi, klarifikasi dan retraksi disertai 

permohonan maaf jika ada kealpaaan dalam terbitannya; 

d) Editor harus memastikan bahwa proses penerbitan artikel di jurnalnya 

dilakukan secara professional, transparan dan objektif; 

e) Editor memastikan bahwa artikel yang diterbitkannya bebas plagiasi, 

data yang akurat, dan melalui proses review oleh reviewer yang 

kompeten dibidangnya secara wajar; 

f) Editor menyediakan prosedur penegakan integritas akademik jika 

terjadi penyimpangan etika dan perilaku yang menyimpang lainnya 

dalam semua tahapan editorial dengan professional; dan 
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g) Editor menjamin perlindungan kekayaan intelektual dari penulis yang 

tulisannya diterbitkan. 

 

Pasal 4 

Hubungan Editor Jurnal dengan Pembaca 

 

a) Pembaca harus diinformasikan siapa funding dari setiap artikel yang 

diterbitkan secara terbuka; 

b) Menginformasikan kepada pembaca bahwa proses editorial manuskrip 

dilakukan secara objektif dan tidak bias kepentingan; dan 

c) Memastikan bahwa data yang digunakan penulis dalam artikelnya 

valid dan dievaluasi secara cermat oleh reviewer yang terpercaya. 

 

Pasal 5 

Hubungan Editor dengan Penulis 

 

(1) Editor harus menyediakan pedoman penulisan secara komprehensif 

kepada calon penulis. 

(2) Editor memberikan pedoman yang jelas bagi penulis terkait dengan 

proses editorial dan review pada setiap tahap kemajuannya dengan 

standar waktu yang terukur. 

(3) Editor harus memberikan respons atas pertanyaan atau konfirmasi 

dari penulis terkait dengan submisi manuskripnya melalui mekanisme 

yang elegan dan ditetapkan oleh jurnalnya. 

(4) Editor tidak boleh bias dalam mempertimbangkan penulis atas dasar 

apapun yang diskriminatif termasuk posisi dan institusi penulis. 

(5) Editor tidak boleh memaksa calon penulis untuk mensitasi artikel yang 

sudah terbit di jurnal yang dikelolanya ke dalam manuskripnya. 

(6) Editor tidak boleh memaksa calon penulis mengundang penulis kedua 

dan seterusnya dari luar negeri pada saat calon penulis akan 

mensubmit manuskrip ke jurnal yang dikelolanya. 
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(7) Keputusan editor untuk menerima atau menolak sebuah manuskrip 

semata didasarkan pada originalitas dan pentingnya terbitan terhadap 

ilmu pengetahuan, serta sesuai dengan ruang lingkup jurnal. 

(8) Editor tidak boleh mengubah keputusannya untuk menerima suatu 

paper yang sudah ditolaknya, kecuali ditemukan masalah atau 

kekeliruan dalam editorialnya yang dinyatakan secara terbuka. 

 

 

 

 

Pasal 6 

Hubungan Antar Editor Jurnal 

 

(1) Bila salah seorang editor jurnal mensubmit manuscript ke jurnalnya, 

maka desk review-nya harus didelegasikan kepada anggota editor 

jurnal lainnya.  

(2) Setiap anggota editor jurnal menjunjung tinggi sikap kolegial dan 

keterbukaan dalam pengambilan Keputusan terkait status menerima 

atau menolak manuskrip yang dikirim penulis. 

(3) Chief-Editor jurnal senantiasa melakukan pembaruan anggota editor 

jurnal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Jurnal 

berdasarkan ruang lingkup publikasi artikel yang ditetapkan. 

 

Pasal 7 

Hubungan Editor Jurnal dengan Mitra Bestari 

 

(1) Editor menyediakan pedoman bagi mitra bestari (reviewer) terkait 

proses review dan segal hal yang diharapkan dan memastikan 

manuscript dan datanya konfidensial. 

(2) Editor menyediakan pernyataan tidak adanya conflict of interest 

sebelum reviewer melakukan tugasnya. 
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(3) Editor menjamin kerahasiaan identitas reviewer, kecuali jurnalnya 

mendeklarasikan secara terbuka menggunakan sistem review terbuka 

kepada penulis dan reviewer. 

(4) Editor memastikan bahwa identitas dan afilisiasi penulis manuscript 

yang akan dikirim kepada reviewer sudah dihilangkan dari 

manuscriptnya (blind review).  

(5) Editor memastikan kepada reviewer untuk melakukan review dengan 

fair, tidak bias dan tepat waktu. 

(6) Editor dan reviewer bekerjasama dalam pencegahan plagiarisme dari 

penulis. 

 

 

Pasal 8 

Hubungan Editor dengan Institusi Jurnal 

 

(1) Editor Jurnal dan Institusi Jurnal mendeklarasikan independensi 

editor dalam melakukan tugas editorialnya. 

(2) Editor memastikan bahwa Keputusan menerima atau menolak sebuah 

manuskrip semata atas dasar kualitas dan kesesuaiannya dengan 

ruang lingkup jurnal tanpa adanya intervensi dari institusi jurnal. 

 

Pasal 9 

Perlindungan Data Pribadi 

 

(1) Editor harus menjamin konfidensial data pribadi anggota editor, 

reviewer dan penulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Editor tidak boleh menyerahkan data pribadi anggota editor dan 

reviewer atas permohonan penulis selama proses review berlangsung 

hingga ada Keputusan terhadap status manuskripnya, dan atas 

persetujuan yang bersangkutan. 

(3) Editor tidak boleh menyerahkan data pribadi penulis kepada reviewer 
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(4) Editor tidak boleh menggunakan data pada manuskrip penulis untuk 

kepentingan pribadinya. 

 

Pasal 10 

Pernyataan Biaya Terbitan Berkala 

 

(1) Editor mendeklarasikan biaya terbitan berkala (Author Processing 

Charge) secara terbuka kepada penulis melalui laman jurnalnya. 

(2) Editor harus memastikan bahwa APC dibayarkan oleh penulis setelah 

artikelnya dinyatakan diterima untuk diterbitkan. 

(3) Editor dilarang mendasarkan Keputusan publikasinya atas dasar 

pertimbangan APC dari penulis. 

 

BAB III 

PENEGAKAN KODE ETIK 

 

Pasal 11 

(1) APJHI menegakkan kode etik sebagai bentuk tanggungjawab moral 

organisasi dan sekaligus integritas akademik terbitan berkala hukum. 

(2) Tujuan penegakan kode etik sebagaimana dimakasud pada ayat (1) 

untuk memberi efek jera bagi anggota yang melanggar dan peringatan 

bagi anggota lainnya.  

(3) Tujuan lainnya dari penegakan kode etik ini dalam rangka mengawal 

reputasi jurnal hukum ke altar akademik global yang terpercaya dan 

berintegritas. 

(4) Mekanisme penegakan kode etik ini diputuskan melalui rapat terbatas 

antara Divisi Etik dengan pengurus inti APJHI yang diputuskan oleh 

ketua APJHI.  
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BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

(1) Perubahan dan/atau penyempurnaan Kode Etik Asosiasi dilakukan 

Asosiasi bersama dengan Dewan Pembina, Pengurus, dan semua 

Anggota. 

(2) Kode Etik Asosiasi ini disahkan dalam Rapat Anggota Asosiasi yang 

diselenggarakan pada hari … di .. dan dinyatakan berlaku pada ……….. 

 

        Ditetapkan di.... 

        Pada tanggal..... 

Ketua APHI 

 

Dr. Kukuh Tedjomurti, S.H., LL.M 

Sekretaris APJHI 

 

Fatma Muthia Jinanti, S.H., M.H. 

Kode Etik Asosiasi ini disahkan dalam Rapat Anggota Asosiasi yang 
diselenggarakan pada hari Jumat di Yogyakarta dan dinyatakan 
berlaku pada 16 September 2025. 


